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Manusia sebagai makhluk sosial memiliki arti bahwa manusia membutuhkan manusia 

lain. Dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, manusia tidak dapat menjalankan 

hidupnya sendiri. Bahkan dalam memenuhi kebutuhannya, manusia memerlukan 

manusia lain untuk membantunya. Hal ini berlaku untuk semua manusia. Tidak 

mengenal sebuah kedudukan bahkan sebuah kekayaan. Setiap manusia selalu 

membutuhkan manusia lainnya. Setiap manusia dalam bermasyarakat pasti melakukan 

komunikasi, sosialisasi dan juga interaksi dengan masyarakat lainnya. Manusia sebagai 

makhluk sosial sudah terjadi sejak ia lahir. Seorang manusia yang akan lahir pun 

membutuhkan manusia lain untuk memberikan pertolongan. Hakikat manusia sebagai 

makhluk sosial akan membentuk suatu hukum, mendirikan sebuah kaidah perilaku dan 

kerja sama antar kelompok yang lebih besar. Contoh manusia sebagai makhluk sosial 

yaitu dengan Nikah. Manusia itu butuh nikah, artinya nikah itu adalah sesuatu yang 

dihasrati oleh seluruh manusia laki-laki dan perempuan yang normal. Oleh karena itu 

seluruh Negara di dunia termasuk Indonesia membentuk Undang-Undang Perkawinan 

Nasional yang menjadi pedoman bagi seluruh warga Negara Indonesia dalam 

pelaksanaan perkawinan, yang sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan 

landasan hukum perkawinan yang menjadi pegangan bagi berbagai golongan agama 

dan kepercayaan dalam masyarakat. Perkawinan yang diatur oleh KUH Perdata bahwa 

perkawinan bersifat monogami dan mutlak adalah bahwa setiap suami hanya 

mempunyai seorang istri saja dan begitu pula sebaliknya.sebelum diberlakukannya 

Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, hukum yang dipakai salah 

satunya adalah KUH Perdata , yaitu dalam ketentuan Pasal 58 KUH Perdata. Ketentuan 

Pasal 58KUH Perdata tersebut berbunyi:"Janji kawin tidak menimbulkan hak untuk 

menuntut di muka Hakim berlangsungnya perkawinan, juga tidak menimbulkan hak 

untuk menuntut penggantian biaya, kerugian dan bunga, akibat tidak dipenuhinya janji 

itu, semua persetujuan untuk ganti rugi dalam hal ini adalah bata namun jika 

pemberitahuan kawin ini telah diikuti oleh suatu pengumuman, maka hal itu dapat 

menjadi dasar untuk menuntut penggantian biaya, kerugian dan bunga berdasarkan 

kerugian-kerugian yang nyata diderita oleh satu pihak atas barang-barangnya sebagai 

akibat dan penolakan pihak yang lain; dalam pada itu tak boleh diperhitungkan soal 

kehilangan keuntungan tuntutan ini lewat waktu dengan lampaunya waktu delapan 

belas bulan, terhitung dari pengumuman perkawinan itu". Pada pasal tersebut 

dijelaskan bahwa korban dapat menggugat apabila pernikahan tersebut batal tetapi  

tentu saja dapat digugat apabila pernikahan tersebut sudah diumumkan oleh kedua 

 

 

i 



 

 
 

pihak. Salah satu pihak merasa tidak berhak menggugat karna pasal 58 KUH perdata 

hanya menjelaskan bahwa hal tersebut dapat digugat apabila perkawinan sudah 

diumumkan. Dalam perjanjian nikah kebanyakan biasanya dilakukan oleh laki-laki 

karena laki-laki biasanya memegang kendali atas hubungan yang sedang dijalaninya. 

Tetapi sayangnya, perjanjian ini sering diucapkan secara lisan saja tidak tertulis.Tidak 

adanya kepastian dan janji yang tidak ditepati membuat pihak yang dirugikan merasa 

malu, trauma, dan merasa dikhianati. Hal inilah yang membuat pihak yang merasa 

dirugikan merasa kesulitan dalam meminta pertanggung jawaban karena hal ini sangat 

sulit dibuktikan untuk dilakukannya gugatan perdata di pengadilan. Namun hal ini bisa 

saja termasuk ke dalam perbuatan melawan hukum. Karena, apabila kedua belah pihak 

sudah merencanakan akan menikah lalu keduanya membeli rumah bersama atau sudah 

membeli aset bersama lainnya lalu salah satu pihak membatalkan rencana pernikahan 

tersebut dengan unsur kelalaian. Sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 1365 KUH 

Perdata yang berbunyi: “perbuatan yang dilakukan dengan sengaja ataupun dilakukan 

karena kurang hati-hati atau kealpaan memiliki akibat hukum yang sama, yaitu pelaku 

tetap bertanggung jawab mengganti seluruh kerugian yang diakibatkan dari Perbuatan 

Melawan Hukum yang dilakukannya”. Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan mengenal istilah “perjanjian perkawinan”. Sebelum melangsungkan 

perkawinan, pasangan boleh mengadakan perjanjian sepanjang substansi perjanjian 

tidak melanggar batas hukum, agama, dan kesusilaan. Perjanjian perkawinan dibuat 

secara tertulis dan berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. Tapi, tidak demikian hal 

nya dengan janji menikahi. Pada umumnya, janji menikahi disampaikan secara lisan, 

bahkan mungkin sebagai bagian dari upaya merayu pasangan. Kasus seperti ini tentu 

saja sering terjadi dimana-mana karena salah satu pihak melakukan perbuatan melawan 

hukum sehingga banyak menimbulkan kerugian untuk salah satu pihak. 

Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui korban dari perbuatan batal janji 

nikah yang belum sempat diumumkan dapat melakukan gugatan perdata dan untuk 

mengetahui langkah hukum lain yang dapat dilakukan oleh korban perbuatan batal janji 

nikah terhadap pelaku. 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. tipe penelitian yang 

digunakan adalah kekaburan norma yang terdapat dalam Pasal 58 KUH Perdata tentang 

janji nikah. 

Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa baik BW maupun UU perkawinan yang tidak 

secara jelas menjelaskan mengenai gugatan perdata yang dapat dilakukan oleh korban 

janji nikah yang belum sempat diumumkan ini dilihat dari janji nikah yang termasuk 

kedalam suatu perjanjian sehingga BW maupun UU perkawinan tidak secara khusus 

menjelaskan tentang gugatan perdata yang dilakukan oleh korban janji nikah yang 

belum sempat diumumkan, namun apabila dilihat dari pembatalan perjanjian maka 

pembatalan suatu perjanjian nikah dapat diajukan ke pengadilan dan dapat 

dilakukannya gugatan perdata oleh para pihak yang merasa dirugikan atas pembatalan 

janji nikah tersebut. Namun apabila suatu janji nikah dilakukan, tetapi belum adanya 
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suatu ikatan perkawinan maka hal ini masuk kedalam KUHPerdata. Karena di dalam 

pasal 1365 KUHPerdata menjelaskan tentang perbuatan melawan hukum yaitu 

perbuatan yang menimbulkan kerugian sehingga korbannya dapat melakukan tuntutan 

terhadap orang yang melakukan perbuatan tersebut. Apabila korban merasakan 

kerugian yang sangat besar akibat batalnya janji nikah maka korban dapat menggugat 

secara perdata berdasarkan pasal 1365 KUHPerdata. Sebelum Korban melakukan 

gugatan perdata biasanya dilakukan somasi. Jadi dalam arti lain, sebelum dilakukannya 

gugatan biasanya dilakukan somasi. Somasi ini berperan sebagai suatu bentuk 

peringatan kepada salah satu pihak dan somasi sendiri tidak bersifat formil seperti 

gugatan pengadilan. 
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ABSTRAK 

 

Manusia sebagai makhluk sosial memiliki arti bahwa manusia membutuhkan 

manusia lain. Contoh manusia sebagai makhluk sosial yaitu dengan Nikah. 

Manusia itu butuh nikah, artinya nikah itu adalah sesuatu yang dihasrati oleh 

seluruh manusia laki-laki dan perempuan yang normal. Oleh karena itu seluruh 

Negara di dunia termasuk Indonesia membentuk Undang-Undang Perkawinan 

Nasional yang menjadi pedoman bagi seluruh warga Negara Indonesia dalam 

pelaksanaan perkawinan. Dalam perjanjian nikah kebanyakan biasanya 

dilakukan oleh laki-laki. Tetapi sayangnya, perjanjian ini sering diucapkan 

secara lisan saja tidak tertulis.Tidak adanya kepastian dan janji yang tidak 

ditepati membuat pihak yang dirugikan merasa malu, trauma, dan merasa 

dikhianati. Hal inilah yang membuat pihak yang merasa dirugikan merasa 

kesulitan dalam meminta pertanggung jawaban karena hal ini sangat sulit 

dibuktikan untuk dilakukannya gugatan perdata di pengadilan. Namun hal ini 

bisa saja termasuk ke dalam perbuatan melawan hukum. Karena, salah satu 

pihak membatalkan rencana pernikahan tersebut dengan unsur kelalaian. 

Sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 1365 KUH Perdata. Dalam pasal 58 

KUHPerdata menjelaskan bahwa korban batal janji nikah dapat menggugat 

apabila pernikahan tersebut batal tetapi tentu saja dapat melakukan gugatan 

perdata apabila pernikahan tersebut sudah diumumkan oleh kedua pihak. 

Tetapi, tidak ada penjelasan mengenai batal janji nikah yang belum sempat 

diumumkan. Padahal sudah terlihat jelas bahwa diumumkan atau tidak suatu 

perjanjian nikah, tentu saja salah satu pihak pasti mengalami kerugian. Dalam 

pasal tersebut, terdapat kekaburan norma atau belum jelas dan menimbulkan 

banyak pertanyaan dan perdebatan dalam masyarakat. Tujuan dari penelitian 

ini Untuk mengetahui korban dari perbuatan batal janji nikah yang belum 

sempat diumumkan dapat melakukan gugatan perdata dan untuk mengetahui 

langkah hukum lain yang dapat dilakukan oleh korban perbuatan batal janji  

nikah terhadap pelaku. 
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